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KATA PENGANTAR 

Ketika suatu entitas yang bernama negara semakin diakui 

keberadaannya sebagai salah satu subyek hukum internasional, dan didalam era 

Perserikatan Bangsa-Bangsa banyak negara-negara baru yang lahir, maka 

intensitas dan dinamika hubungan antar negara akan semakin meningkat pula 

yang berbanding lurus dengan semakin meningkatnya kebutuhan negara terhadap 

aspek ekonomi, militer, kesehatan, hiburan, teknologi, isu lingkungan, 

penghormatan HAM, dan lain-lain. Dalam kerangka itulah hubungan-hubungan 

internasional antar negara dibangun dan negara-negara saling berinteraksi satu 

sama lain. Namun tidak selamanya hubungan antar negara berjalan dengan baik, 

adakalanya hubungan itu justru menimbulkan benturan kepentingan yang 

berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara lainnya. Tindakan negara yang 

menyebabkan luka terhadap, atau penghinaan atas martabat dan kewibawaan 

negara lain tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Persoalannya sekarang 

adalah ketika International Law Commission Perserikatan Bangsa-Bangsa belum 

selesai mengkodifikasikan hukum tentang tanggung jawab negara, apa ukuran-

ukuran baku suatu negara dapat dimintai pertanggungjawabannya? Atas dasar apa 

dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan 

yang salah secara internasional? Terhadap prinsip umum ini saja, masih banyak 

perdebatan dan perbedaan penerapannya di dalam praktek. Dalam konteks 

pertanggungjawaban negara, masalah-masalah khusus, salah satu contoh misalnya 

mengenai perlindungan dan pertanggungjawaban negara terhadap warga negara 

asing di wilayah hukumnya, jelas masih dalam area abu-abu. Sangat sulit untuk 
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menentukan pertanggungjawaban negara yang bersangkutan. Contoh paling aktual 

adalah kasus David Hartanto Widjaja, seorang pelajar di Nanyang Technological 

University yang meninggal dunia secara mengenaskan di wilayah hukum 

Singapura. Apakah jika locus delicti kasus tersebut berada di NTU berarti 

Singapura serta merta langsung bertanggungjawab? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, akan diuraikan penulis dalam 

Penulisan Hukum / Skripsi yang berjudul State Responsibility Singapura Terhadap 

Kasus Meninggal Dunianya WNI Yang Berada di Wilayah Teritorial Negara 

Singapura Ketika Terjadi Denial of Justice dengan mengambil Studi Kasus 

Meninggal Dunianya David Hartanto. Maksud dari penulisan hukum ini adalah 

untuk mengetahui, memahami dan mengambil suatu kesimpulan yaitu apakah 

Singapura dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam kasus David Hartanto. 

Sehingga analisis-analisis didalamnya murni dalam konteks akademis, tanpa 

pernah ada maksud untuk memojokkan beberapa pihak didalamnya.  

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulisan 

skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini pula, penulis gunakan untuk 

mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada pihak-pihak 

ataupun siapa saja yang terlibat dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini. Secara 

khusus penulis sampaikan kepada: 

 1. Dr. J. Gunarto Suhardi, SH. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta; 

2. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing Skripsi 

yang dengan tekun dan penuh kesabaran membimbing penulis dalam 
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meski tanpa menerima gaji dari mengampu 2 SKS mata kuliah hukum 
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ABSTRACT 

 

 

The main legal question in the thesis with the title State Responsibility Singapore 

on death of WNI in territory of Singapore when there is the denial of justice 

(study case on the death of David Hartanto Widjaja) is Singapore obliged to State 

Responsibility for the case of David Hartanto in the territory of Singapore during 

the Denial of Justice? The Type of this research is the normative legal research to 

track the secondary file consisting of primary, secondary and tertiary legal 

materials. Search file sources were conducted in the framework of the literature 

study and interviews with a variety of sources that would have relevance to the 

main question of this legal writing. The author also conducted case studies to 

reinforce important points and details of the case. And the method used is the 

method of deductive reasoning. The conclusion of this thesis is the Singapore 

should make satisfaction as a form of state responsibility for the death of David 

Hartanto cases when there is the denial of justice. But with the national interest 

factors that cause demand from Singapore's State Responsibility can not be 

carried out in absolute. Suggestions of this thesis are first, that the Indonesian 

government would take over the case to be matters of state, because if not all 

family legal efforts will be vain. second, there is need for a bilateral agreement 

with Singapore on the legal protection of citizens of two countries to ensure legal 

certainty, justice, and also good relations between the two countries. 

 

Keyword: State Responsibility, Denial of Justice, the death of David Hartanto 

Widjaja. 
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